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Abstrak  
Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta memicu konflik pada warga yang terdampak. Meski turut terdampak oleh 

pembangunan, sebagian besar kepala dukuh memilih untuk menerima bandara. Penerimaan kepala dukuh terhadap pembangunan 

perlu diteliti untuk menyingkap dinamika pengambilan keputusan aparat pemerintahan desa dalam konflik agraria. Penelitian 

naratif ini mewawancarai tiga kepala dukuh yang sebagian besar warganya, termasuk diri mereka sendiri, menerima relokasi untuk 

pembangunan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketaatan partisipan untuk menerima bandara adalah hasil dari pembenaran 

sistem yang melatarbelakangi pembangunan. Pembenaran sistem partisipan diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, dalam menyikapi 

proses pembangunan, partisipan mempercayai wacana pemerintah, melakukan rasionalisasi, dan melempar tanggung jawab melalui 

dalih utilitarian, teknokratik, dan birokratik. Kedua, dalam bertindak sebagai kepala dukuh, partisipan memaknai peran mereka 

dengan sedemikian rupa sehingga menyokong pembangunan. Ketiga, dalam menilai hasil pembangunan, partisipan bertumpu pada 

sistem yang ada untuk menyikapi dampak pembangunan. Pembenaran sistem yang membawa mereka menerima pembangunan 

dijamin dan dibentuk oleh ketergantungan mereka terhadap pemerintah yang ditentukan oleh keamanan karir mereka. Penelitian 

ini memperlihatkan pentingnya status dan kepentingan material dalam pembenaran sistem yang menghasilkan ketaatan terhadap 

kebijakan. 

 
Kata kunci: Bandara Internasional Yogyakarta, kebijakan pembangunan, aparat pemerintahan, ketaatan, pembenaran 

sistem 

 
Compliance as Justification: Justifying Village Government Apparatus System 
in Accepting Yogyakarta International Airport Construction Policy 
 
Abstract 
Yogyakarta International Airport’s (Bandara Internasional Yogyakarta) construction project sparked a conflict between the inhabitants of the 
affected area. However, most of the hamlet leaders have chosen to accept the project. Their acceptance needs to be scrutinized further to reveal 
the policy-making dynamics within the village government apparatus in response to agricultural conflict. This narrative research interviewed 
three hamlet leaders whose denizens had accepted the relocation policy due to the project. This research shows that participants’ compliance to 
the project is a result of the justification of the system behind the reasoning of the construction. The justification involves three elements; First, 
the participants ended up rationalizing and avoiding responsibilities through utilitarian, technocratic, and bureaucratic pretexts. Second, in 
acting as hamlet leaders, the participants played into the dutiful role of the supporter of infrastructure development. Third, in evaluating the 
project’s results and addressing its impact, the participants relied on the aforementioned existing system. This justification of the system that led 
them to accept the project is guaranteed and formed by their dependency towards the government at the risk of their career’s security. This 
research shows the importance of status and material influence in the justification of the hamlet government apparatus system that resulted in 
policy compliance. 
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Pendahuluan 
Sebanyak 1,916 jiwa yang menempati 616 hektar tanah direlokasikan dari tempat tinggal mereka demi 

pelaksanaan pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Temon, Kulonprogo (Paripurno et al., 2015). 

Proses pembangunan yang berjalan sejak 2011 ini diiringi oleh berbagai pertentangan yang bahkan mengakibatkan 

perpecahan antara warga yang menolak dan warga yang menerima YIA (Edita, 2019). Penerimaan warga terdampak 

bandara tidak terlepas dari status pembangunan YIA sebagai kebijakan pemerintah. Pembangunan aerotropolis YIA 

masuk ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (Edita, 2019).  

MP3EI adalah kerangka pembangunan yang bertujuan untuk lebih mengintegrasikan Indonesia ke dalam zona 

perdagangan bebas Asia Tenggara-Asia Timur (Rachman & Yanuardy, 2015). Pembangunan aerotropolis ini juga 

diharapkan meningkatkan perkembangan industri pariwisata serta memicu “efek domino” yang meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY, 2017). Dengan demikian, 

pembangunan YIA dapat dilihat sejalan dengan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

Pembangunan YIA dapat mengubah orientasi perekonomian di daerah Temon dari pertanian menjadi      

industri. Perubahan agraria yang diinisiasi oleh YIA dapat mendorong warga yang sebelumnya adalah petani menjadi 

pekerja informal (Haekal, 2020). Pekerja informal pada umumnya memiliki jaminan dan kualitas kondisi kerja yang 

lebih rendah daripada pekerja formal (Habibi & Juliawan, 2018). Meskipun perubahan sedemikian rupa mengancam 

penghidupan mereka, sebagian warga terdampak menerima pembangunan aerotropolis tersebut. Besarnya risiko YIA 

terhadap warga membuat keputusan untuk menerima pembangunan memiliki beban politik bagi kepala dukuh. 

Posisi kepala dukuh sebagai tingkat pemerintahan paling bawah membuat mereka menjadi representasi yang 

paling dekat dengan warga. Kedekatan demikian membuat sikap mereka terhadap YIA menentukan persepsi warga 

terhadap pejabat. Fossati (2018) dan Haryanto et al. (2015) menemukan bahwa kepedulian dan pertanggungjawaban 

pejabat menentukan kepercayaan dan persepsi terhadap akuntabilitas mereka. Dengan demikian, sikap kepala dukuh 

terhadap YIA dapat menentukan kepercayaan dan persepsi warga terhadap mereka. 

Literatur psikologi pada umumnya melihat perilaku ketundukan seseorang sebagai konformitas, obedience 

(kepatuhan), atau compliance (ketaatan). Karena konformitas tidak mensyaratkan adanya perbedaan kuasa yang tampak 

jelas (Meyer, 2021) dan kepatuhan mensyaratkan hilangnya mekanisme seseorang untuk menilai (Milgram, 1974), 

penelitian ini memilih untuk membahas konstruk ketaatan. Konstruk ketaatan dalam penelitian ini merujuk pada 

Meyer (2021) yang memiliki empat ciri-ciri. Pertama, adanya pertentangan antara tindakan yang hendak dihindari      

dengan hasil yang dikehendaki. Kedua, diketahuinya hasil dari tindakan yang dihindari. Ketiga, adanya kesenjangan 

kuasa yang memproduksi hasil tersebut. Terakhir, adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tersebut. Literatur yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah literatur yang membahas perilaku 

ketaatan dengan ciri-ciri tersebut. 

 Ketaatan yang terjadi dalam relasi antarkelompok dapat dijelaskan dengan teori system justification atau 

pembenaran sistem. Pembenaran sistem didefinisikan sebagai motivasi seseorang untuk mempertahankan dan 

memperkuat tatanan sosial yang meliputi mereka sendiri (Jost & Banaji, 1994; Jost, Banaji, & Nosek, 2004). Seseorang 

termotivasi untuk membenarkan sistem yang ada dalam rangka memenuhi tiga jenis kebutuhan (needs), yakni 

kebutuhan epistemik, kebutuhan eksistensial, dan kebutuhan relasional (Hennes et al., 2012). Variasi dari faktor 

situasional dan faktor disposisional terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah penentu besaran 

motivasi untuk membenarkan sistem (Jost, 2019). 

Konflik YIA memunculkan pertentangan bagi kepala dukuh, yaitu antara kewajiban untuk berpihak pada 

warga dan kewajiban untuk taat pada pemerintah. Sebagai bagian dari pemerintahan, sebagian kepala dukuh 

terdampak memilih untuk menaati kebijakan pemerintah yang memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Legitimasi tidak 
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hanya ditumbuhkan oleh keberadaan otoritas (Harkin, 2015), tetapi juga dipengaruhi oleh pembenaran atas 

penggunaan kuasa serta ketergantungan terhadap penguasa tersebut (van der Toorn, 2011). Ketergantungan terhadap 

penguasa dapat timbul dari apa yang dikatakan Hadiz (2022) sebagai relasi kuasa tidak demokratis yang masih bertahan 

di tingkat lokal. Relasi sedemikian rupa dapat memunculkan risiko terhadap karier aparatur yang dianggap 

membangkang oleh atasannya. Stabilitas karier dinilai penting bagi birokrat lokal untuk menjamin kesejahteraan dan 

status sosial (Ngusmanto, 2016), sehingga dapat dikatakan bahwa kepala dukuh bergantung kepada atasannya 

setidaknya dalam hal tersebut. Selain diperkuat oleh ketergantungan, pembenaran terhadap sistem menjadi salah satu 

strategi untuk mengatasi disonansi (Jost, 2017). Dengan demikian, pembenaran sistem dapat digunakan untuk 

menjelaskan dinamika keputusan kepala dukuh untuk berpihak kepada pembangunan YIA. 

Penelitian ini mencoba untuk mendalami sebab dari penerimaan aparat pemerintahan desa (kepala dukuh) 

terdampak YIA terhadap kebijakan pembangunan bandar udara tersebut. Penelitian ini berusaha untuk memberi 

insight baru terhadap perdebatan peran status dalam pembentukan legitimasi. Selama ini, perdebatan atas hal tersebut 

hanya diisi oleh penelitian-penelitian kuantitatif (e.g., Brandt, 2013; Vargas-Salfate et al., 2018). Oleh karena itu, 

peneliti memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif untuk menyingkap dinamika terbentuknya pembenaran 

sistem dalam suatu kasus. Dengan meneliti dinamika status partisipan yang ambivalen, penelitian ini hendak 

memperkaya penelitian kualitatif sebelumnya yang hanya menyorot pembenaran partisipan berstatus rendah (e.g., 

Douglas, 2016; Durrheim et al., 2014; Godfrey & Wolf, 2016). Dengan demikian, peran pembenaran sistem dalam 

legitimasi pembangunan dapat digambarkan secara lebih komprehensif. 

 
Metode 

Peneliti ingin menggambarkan pengalaman partisipan sebagaimana yang dituturkan oleh partisipan itu 

sendiri. Pengalaman tersebut perlu dipahami secara bersamaan dengan konteks temporal yang menyertainya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif. Penelitian naratif 

dalam penelitian ini merujuk pada Crossley (2007) dalam tahapan-tahapannya, serta Murray (2003) dalam analisisnya. 

 
Lokasi Penelitian 

Para partisipan penelitian ini bertempat tinggal di tiga perumahan relokasi khusus warga terdampak YIA 

untuk tiga dukuh yang berbeda. Untuk menjaga kerahasiaan, ketiga dukuh tersebut menggunakan nama samaran 

“Argo”, “Tirto”, dan “Rejo”. Dukuh Rejo bertempat di Kalurahan Palihan, dan Dukuh Tirto serta Dukuh Argo 

bertempat di Kalurahan Glagah. Kedua kalurahan ini adalah bagian dari Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung membuat wawancara 

dilakukan secara daring. Selama wawancara daring berlangsung, peneliti berada di kediamannya di Sleman, DIY, 

sedangkan partisipan berada di kediaman mereka, di kantor Kelurahan, atau di tempat lain. Wawancara luring yang 

dilakukan pada salah satu partisipan bertempat di teras kediamannya dengan turut menerapkan protokol Covid-19. 

 

Partisipan Penelitian 
Partisipan dalam penelitian ini adalah kepala dukuh di pemukiman relokasi aerotropolis YIA. Warga 

pemukiman relokasi dipilih karena mereka yang bertempat tinggal di pemukiman tersebut adalah warga terdampak 

yang sejak awal tidak menolak YIA. Terdapat tiga kepala dukuh  yang berhasil diwawancarai oleh peneliti. Nama dari 

masing-masing kepala dukuh disamarkan dalam pengodean data dan penulisan laporan penelitian menjadi Budi, 

Raharjo, dan Slamet. Selain menjabat sebagai kepala dukuh, semua partisipan mengaku juga aktif sebagai petani. 
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Gambar 1. Lokasi bekas Dukuh Argo. Diambil dari 
Google, 2023a. Hak cipta 2023 oleh Google. 

 

 
Gambar 2. Lokasi bekas Dukuh Tirto. Diambil dari 
Google, 2023b. Hak cipta 2023 oleh Google. 

 

 
Gambar 3. Lokasi bekas Dukuh Rejo. Diambil dari 
Google, 2023c. Hak cipta 2023 oleh Google. 
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Gambar 4. Lokasi salah satu perumahan relokasi 
partisipan. Diambil dari Google, 2020. Hak cipta 2020 
oleh Google. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur. Hiles et al. (2017) berpendapat bahwa 

wawancara tak terstruktur dan semiterstruktur mendorong partisipan untuk memberikan data yang bersifat naratif. 

Wawancara yang dilakukan berjenis episodik agar dapat menghemat waktu partisipan. Wawancara episodik adalah 

wawancara yang berfokus pada satu atau sejumlah kejadian penting dalam hidup (Murray, 2003). Kejadian penting 

yang menjadi fokus dalam wawancara ini adalah pengangkatan sebagai kepala dukuh dan proses penggusuran untuk 

YIA. 

Terdapat berbagai kiat yang perlu dilakukan peneliti untuk melakukan wawancara secara aman dalam situasi 

pandemi Covid-19. Pertama, wawancara dilakukan di ruang terbuka karena ruangan tertutup berisiko penularan tinggi 

(Lu et al., 2020). Kedua, wawancara dilakukan dengan menjaga jarak setidaknya 1.8 meter sesuai arahan Centers for 

Disease Control and Prevention (2020). Ketiga, baik peneliti maupun partisipan menggunakan masker selama 

wawancara sesuai dengan saran Chu et al. (2020). Keempat, wawancara dilakukan secara daring apabila 

memungkinkan. Terakhir, peneliti diusahakan menjalani karantina mandiri selama dua minggu setelah pengambilan 

data. Selain kiat-kiat tersebut, peneliti juga harus mengikuti ketentuan lain yang diwajibkan otoritas terkait. 

Penelitian dilakukan secara daring melalui WhatsApp sesuai dengan preferensi partisipan. Kompensasi 

disesuaikan dengan besaran kuota internet yang dihabiskan selama wawancara, dan diberikan setelah penelitian usai. 

Proposal penelitian dan skema kompensasi telah disetujui oleh Komite Etik Fakultas Psikologi Universitas Gadjah 

Mada dengan nomor surat izin 861/UN1/FPSi.1.3/SD/PT.01.04/2021. 

 

Tabel 1.  Data Demografi Partisipan Saat Penelitian Dimulai  
Nama partisipan  

(samaran) 

Dukuh 

(samaran) 

Kalurahan/ 

desa 
Usia 

Lama 

menjabat 

“Budi” “Tirto” “Glagah” 43 tahun 5 tahun 

“Raharjo” “Argo” “Glagah” 50 tahun 10 tahun 

“Slamet” “Rejo” “Rejo” 55 tahun 30 tahun 
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Teknik Analisis Data 
Proses analisis data penelitian naratif menurut Crossley (2007) terbagi ke dalam enam tahapan. Pertama, 

peneliti membaca ulang transkrip yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Kedua, peneliti memahami 

konsep utama dari narasi, yakni narrative tone, imagery, dan tema. Ketiga, peneliti mengidentifikasi narrative tone dari 

teks yang ada. Keempat, peneliti mengidentifikasi imagery dan tema dari teks secara bersamaan. Kelima, peneliti menata 

berbagai images dan tema yang ada dalam suatu cerita yang berkesinambungan. Keenam, peneliti menulis laporan 

penelitiannya. Dalam penulisan transkrip, tiap baris dari percakapan partisipan diberikan kode yang tersusun dari nama 

partisipan, urutan wawancara, dan urutan baris tersebut. Misalnya. sebuah kutipan dengan kode BUDI_01_10 

menunjukkan bahwa kutipan tersebut berasal dari wawancara pertama dengan Budi, pada baris kesepuluh. 
Keabsahan data diuji melalui proses triangulasi. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah time 

triangulation dan triangulation by multiple sources. Time triangulation dilakukan dengan mewawancarai partisipan dalam 

lebih dari satu waktu (Satori & Komariah, 2013) dan triangulation by multiple sources dilakukan dengan mewawancarai 

lebih dari satu partisipan (Denzin, 1978). Dengan demikian, peneliti dapat menguji keabsahan keterangan yang 

disampaikan oleh partisipan. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Ketaatan kepala dukuh terdampak untuk menerima pembangunan YIA adalah hasil dari pembenaran mereka 

terhadap sistem yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Pembenaran sistem mereka terlihat dari tiga hal. Pertama, 

dalam menyikapi pembangunan, partisipan tidak kritis dan melempar tanggung jawab ke jajaran di atas mereka. Kedua, 

dalam bekerja sebagai kepala dukuh, partisipan menyesuaikan makna tugas mereka dengan tuntutan YIA. Ketiga, 
dalam menyikapi keadaan setelah pembangunan, partisipan masih mendasarkan sikap mereka ke sistem yang berlaku. 

Semua partisipan membenarkan sistem yang melatarbelakangi YIA meski terdapat perbedaan ketergantungan 

terhadap sistem tersebut. 

Kepala dukuh terdampak melihat pembangunan YIA sebagai pemenuhan kepentingan umum. Semua 

partisipan percaya bahwa DIY membutuhkan bandara baru dengan kapasitas yang lebih besar (SLMT_02_99; 

BUDI_03_182). Penerimaan wacana tersebut menyiratkan adanya kepercayaan bahwa pemerintah mengetahui pilihan 

yang terbaik bagi warga dan kebijakan yang diterapkan dapat membawa manfaat bagi orang banyak. 

Pengutamaan terhadap kepentingan mayoritas dapat dilihat sebagai bentuk pola pikir utilitarianistik. 

Utilitarianisme adalah pandangan bahwa keputusan yang benar adalah yang mendatangkan manfaat terbaik bagi 

mayoritas (Kay, 2018). Wacana bahwa YIA adalah kepentingan umum pun membuat Slamet merasa tidak berdaya: 

 

“Kalau ditarik ya gak mau. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan umum ya… walaupun bagaimana mesti... 
kalah.” (SLMT_02_101 – SLMT_02_102). 

 

Pandangan Slamet bahwa kebijakan pemerintah merepresentasikan kepentingan umum menunjukkan 

pembenarannya terhadap sistem tersebut. Pembenaran sistem Slamet membuatnya kehilangan efikasi politik yang 

merupakan salah satu penentu utama dalam partisipasi aksi kolektif (Corcoran et al., 2015; Milfont et al., 2022; Zeng 

et al., 2018). Dengan kata lain, ketidakberdayaan Slamet berangkat dari pembenarannya terhadap sistem. 

Pendapat partisipan bahwa pemerintah telah mengetahui pilihan yang terbaik dalam pembangunan YIA hanya 

didasari oleh perkiraan mereka semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut merupakan hasil dari usaha 

rasionalisasi. Kepala dukuh terdampak merasionalisasikan pemilihan Temon untuk YIA dengan pola pikir teknokratik. 

Teknokrasi dapat diartikan sebagai penempatan ahli sebagai penguasa (Scott, 2015). Meski tidak lagi berperan sentral  
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Gambar 4. Struktur pembenaran sistem partisipan terhadap pembangunan YIA 

 

dalam politik nasional di Indonesia (Takashi, 2014), pola pikir teknokratik memberi kerangka bagi partisipan untuk 

membenarkan pemilihan lokasi YIA. 
Pendapat partisipan bahwa pemerintah telah mengetahui pilihan yang terbaik dalam pembangunan YIA hanya 

didasari oleh perkiraan mereka semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut merupakan hasil dari usaha 

rasionalisasi. Kepala dukuh terdampak merasionalisasikan pemilihan Temon untuk YIA dengan pola pikir teknokratik. 

Teknokrasi dapat diartikan sebagai penempatan ahli sebagai penguasa (Scott, 2015). Meski tidak lagi berperan sentral 

dalam politik nasional di Indonesia (Takashi, 2014), pola pikir teknokratik memberi kerangka bagi partisipan untuk 

membenarkan pemilihan lokasi YIA. 

Bagi partisipan Budi, rasionalisasi teknokratik berkaitan dengan rasa inferioritasnya. Budi merasa sebagai 

warga yang “kurang berpendidikan”, ia harus menuruti pihak yang lebih ahli. Seperti pendapat Neal et al. (2016), warga 

yang merasa tidak mempercayai diri mereka sendiri tampak terdorong untuk mempercayai institusi. Inferioritas yang 

turut difasilitasi dengan pola pikir teknokratik tersebut membuat Budi mempercayai pemerintah yang ia lihat sebagai 

“lebih berpendidikan”. 

Budi sudah mendukung pembangunan YIA sebelum menjabat sebagai kepala dukuh. Ia memulai kariernya 

pada 2016 dengan maksud “mempersiapkan warga menghadapi YIA”. Hal ini disebabkan karena ia merasa YIA dapat 

memajukan perekonomian Temon melalui “efek domino” atau yang lebih umum disebut sebagai efek ”trickle down” 

(tetes ke bawah). Efek tetes ke bawah adalah salah satu wacana utama pemerintah untuk melegitimasi YIA (Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY, 2017). Namun, efek tersebut tidak pernah terealisasi di DIY 

(Luthfi, 2019). Meskipun tidak terbukti, pemahaman tersebut menjadi justifikasi bagi Budi untuk menerima 

pembangunan YIA. 

Tidak kritisnya kepala dukuh terdampak juga terlihat dalam penggunaan pola pikir birokratik untuk 

memindahkan tanggung jawab. Birokrasi dapat diartikan sebagai pembagian kerja yang tertata dalam rantai komando 

hierarkis (Weber, 2015). Slamet dan Raharjo merasa atasan mereka lebih bertanggung jawab untuk memastikan pihak 
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pembangun YIA yakni perusahaan Angkasa Pura I (AP I) benar-benar menepati janji untuk mempekerjakan warga 

terdampak. Pada akhirnya, keduanya merasa AP I tidak menepati janji dengan penuh. Hal ini karena atasan mereka 

tidak mengubah janji lisan tersebut menjadi janji yang mengikat secara legal-formal. Sementara itu, Budi menggunakan 

dalih birokratis untuk membatasi tanggung jawabnya sebagai pembantu warga. Menurut Budi, ia hanya cukup 

menyampaikan tuntutan warga, sedangkan keputusan akhir diserahkan kepada atasannya yang lebih berhak. 

(BUDI_03_310 – BUDI_03_318). Kedua kasus tersebut sesuai dengan pendapat Brannigan dan Perry (2016) bahwa 

pembagian kerja birokratik dapat mengaburkan konsekuensi dan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh 

seseorang sehingga menjamin ketaatan. 

Pola pikir partisipan dalam menerima YIA menunjukkan bahwa teknokrasi dan birokrasi dapat menjadi 

ideologi status yang membenarkan sistem. Ideologi status dikonstruksi oleh masyarakat untuk menjelaskan sistem 

sosial mereka (Major, 2007) dan penjelasan tersebut dapat mengukuhkan sistem masyarakat itu sendiri (Jost & 

Hunyady, 2005). Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik melihat teknokrasi sebagai ideologi system-
justifying, kepercayaan yang tinggi terhadap institusi ditemukan berhubungan dengan rendahnya persepsi risiko 

(Vainio et al., 2014). Sementara itu, pola pikir birokratis dapat menghindarkan seseorang dari merasa bertanggung 

jawab penuh terhadap keputusan mereka (Brannigan & Perry, 2016). Dengan demikian, kedua pola pikir tersebut dapat 

menghalangi kepala dukuh untuk dapat bersikap kritis dan bertanggung jawab. 

Pengadopsian pola pikir teknokrasi dan birokrasi menunjukkan bahwa status objektif (jabatan partisipan) 

dapat mengintroduksi ideologi system-justifying kepada anggotanya. Temuan ini menggambarkan lebih lanjut 

hubungan antara status objektif dengan pembenaran sistem yang selama ini hanya dijelaskan sebagai hubungan 

korelasional (Li et al., 2020; Valdes et al., 2022). Berdasarkan pengalaman Slamet, ideologi system-justifying 

membuatnya tidak memiliki efikasi politik. Hal ini membuat keanggotaan dalam kalurahan bertolak belakang dengan 

keanggotaan organisasi sukarela dalam Corcoran et al. (2015) yang justru meningkatkan efikasi politik. 

Status aparat pemerintahan tidak hanya memberikan pola pikir birokratik dan teknokratik, melainkan juga 

pemaknaan atas tugas mereka serta ekspektasi atas implementasinya. Semua partisipan memaknai kepala dukuh 

sebagai pembantu warga sekaligus pelaksana kebijakan pemerintah (SLMT_01_50; BUDI_03_79; RHRJ_01_63). 

Sebagai pembantu warga, mereka merasa bertugas sebagai penjaga kerukunan dan pembantu urusan-urusan sosial atau 

birokratik. Sementara sebagai pelaksana kebijakan, mereka cenderung melihat diri mereka hanya sebagai pemberi 

informasi dari pemerintah ke warga. 

Peran sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pada akhirnya lebih diutamakan kepala dukuh  saat berhadapan 

dengan YIA. Pengutamaan ini terlihat dari disesuaikannya makna “menjaga kerukunan” dan “membantu warga” agar 

mendukung pembangunan. Implementasi pro-YIA lebih terlihat dalam sikap Budi dan Raharjo. Bagi mereka, 

penolakan warga merupakan sumber konflik. Budi dan Raharjo menganggap warga penolak YIA kurang memahami 

potensi ekonomi bandara. Oleh karena itu, keduanya mengaku aktif dalam membujuk mereka untuk menerima 

pembangunan. Di sisi lain, aspirasi warga yang menerima YIA justru difasilitasi oleh mereka. 

Berbeda dari Budi dan Raharjo, Slamet lebih bersimpati dengan warga penolak YIA. Sebagai kepala dukuh 

yang hendak pensiun, Slamet merasa penghidupannya turut terancam oleh kehadiran YIA. Namun, selain tidak 

memiliki efikasi politik, ia hanya mempercayai saluran resmi dalam penyampaian aspirasi. Kepercayaan ini terlihat dari 

harapannya terhadap Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) untuk dapat menindaklanjuti janji YIA. Kepercayaan 

terhadap sistem membuat seseorang cenderung memilih saluran partisipasi resmi dalam berpolitik (Hooghe & Marien, 

2013). Karena sistem yang ia anggap sebagai satu-satunya cara terhalang untuk melakukan penolakan, Slamet pun 

merasa semakin tidak berdaya. 
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Sikap Slamet yang menyangsikan pembangunan YIA berkaitan dengan latar belakangnya sebagai kepala 

dukuh yang telah menjabat selama lebih dari tiga puluh tahun. Status subjektifnya sebagai pegawai yang hendak 

pensiun membuat Slamet memosisikan diri lebih sebagai warga daripada pejabat pemerintahan, dan menuturkan 

kehadiran YIA sebagai pembawa kesulitan ekonomi bagi mereka. Penuturannya dapat dilihat sebagai wujud 

kekhawatiran akan nasibnya sendiri setelah meletakkan jabatan. Kepentingan material adalah penentu yang kuat dari 

sikap terhadap kebijakan (Weeden & Kurzban, 2017). Oleh karena itu, Slamet tampak memperhitungkan kepentingan 

materialnya di masa depan dalam menentukan sikap terhadap YIA. 

Sikap Raharjo, meski bertentangan dengan sikap Slamet, juga menandakan pentingnya ketergantungan 

terhadap pemerintah dalam menghadapi YIA. Raharjo adalah mantan petinggi kelompok tani yang telah menjadi 

kepala dukuh sejak sepuluh tahun yang lalu. Kepentingannya sebagai petani tersebut sempat menghambatnya untuk 

menerima YIA. Namun, dengan dalih bahwa pemerintah adalah pemberi kerjanya, Raharjo pun memilih untuk 

menerima wacana pemerintah dan aktif mendatangi warga agar turut mendukung YIA. 

Kecenderungan Raharjo untuk mengidentifikasi diri sebagai aparat pemerintah daripada petani 

memperlihatkan bahwa kepentingan material memiliki andil yang penting dalam menentukan sikapnya (Lerman & 

McCabe, 2017). Meskipun kepentingannya sebagai petani terancam dengan kehadiran YIA, ia masih memiliki job 
security yang lebih mapan dibandingkan dengan Slamet. Sebagaimana yang ditemukan oleh Ma et al., (2016), job security 

dan identifikasi yang kuat memungkinkan seseorang untuk berperilaku ekstra sebagai bagian dari organisasi. Risiko 

YIA yang diperkecil oleh job security, diikuti dengan identifikasi diri sebagai aparat pemerintah, tampak membuat 

Raharjo memutuskan untuk mendukung pembangunan bandara. 

Ketergantungan Raharjo terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja tampak turut menentukan sikapnya 

terhadap keadaan pasca pembangunan YIA. Ketika YIA dianggap tidak menepati janji untuk mempekerjakan warga 

lokal secara penuh, Raharjo tampak mengalami disonansi. Hal ini terlihat dari keengganannya untuk menceritakan 

sikapnya pasca-YIA dan mengklaim bahwa “tidak ada masalah” di daerahnya, meski mengakui bahwa janji tersebut 

adalah “palsu”. Situasi ini bertentangan dengan argumen YIA yang ia dukung, sehingga pembahasannya ia hindari. 

Menurut penelitian Nam et al., (2013) penghindaran adalah reaksi yang umum terhadap situasi yang memunculkan 

disonansi.  

 Pembenaran Budi terhadap YIA berlanjut bahkan setelah berhadapan dengan belum optimalnya peningkatan 

ekonomi pascapembangunan. Meskipun Budi mengakui bahwa warga membutuhkan perubahan nyata dan tidak 

adanya perubahan yang dibawa YIA bagi warga berperekonomian rendah, Budi memaklumi keputusan YIA untuk 

tidak mempekerjakan semua warganya. Ia justru membingkai masalah tersebut sebagai warga berperekonomian 

rendah yang kurang dapat memanfaatkan peluang. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala dukuh dengan status subjektif yang lebih tinggi lebih membenarkan 

sistem dalam menghadapi YIA, seperti pada temuan Li et al. (2020). Status subjektif Slamet sebagai aparat yang hendak 

pensiun membuatnya lebih mengkhawatirkan masa depannya sehingga menyangsikan pembangunan YIA. Sebaliknya, 

Budi dan Raharjo yang masih bergantung pada pemerintah dan memiliki jabatan yang lebih stabil membenarkan 

pembangunan YIA sampai akhir. Perbedaan ini menegaskan pentingnya ketergantungan pada kelompok penguasa 

terhadap pembenaran sistem, persepsi keadilan, serta niat kerja sama publik (van der Toorn, 2011; Zhang & Zhou, 

2018). Dengan diketahuinya perbedaan ketergantungan sebagai hasil dari perbedaan status subjektif, maka penelitian 

ini menunjukkan bahwa negoisasi kepentingan dapat mendahului pembenaran sistem, 

 Perbedaan kepentingan membuat tiap partisipan membenarkan sistem pascapembangunan YIA secara 

berbeda pula. Harapan Slamet pada BPK dapat menunjukkan bahwa korelasi ketidakberdayaan dan pembenaran sistem 

(van der Toorn et al., 2015) adalah bentuk dari usaha mengatasi ketidakberdayaan. Sementara itu, keadaan 
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pascapembangunan yang kurang ideal memicu disonansi bagi kepala dukuh pro-YIA. Pemakluman Budi terhadap 

keputusan YIA dan klaim Raharjo bahwa “tidak ada masalah” pascapembangunan dapat menunjukkan dorongan 

pembenaran yang kuat akibat kegagalan sistem yang jelas (Wilkinson‐Ryan, 2020). Teguhnya pembenaran Budi dan 

Raharjo memperlihatkan sejalannya pembenaran sistem dengan pembenaran ego atau kelompok mereka (Jost, 2019) 

sebagai aparat pemerintahan desa. 

Keterbatasan penelitian ini adalah kurang dalamnya telaah terhadap relasi antara partisipan dengan monarki 

DIY, warga mereka, ataupun dengan keluarga mereka sendiri. Dalam penelitian daring yang tidak bisa memakan waktu 

lama dan sulit menjamin keamanan partisipan, peneliti tidak dapat menyelidiki lebih lanjut kaitan antara penerimaan 

partisipan dengan persepsi terhadap Kadipaten Pakualaman. Kadipaten adalah salah satu monarki yang berkuasa di 

DIY yang mengklaim 161 hektar dari 645.63 hektar lahan calon YIA (Dewi & Salim, 2020). Klaim tersebut didasari 

oleh bangkitnya kembali peraturan warisan Hindia Belanda atas tanah swapraja melalui Undang-undang 

Keistimewaan (Antoro, 2015). Klaim Kadipaten menuai masalah karena sebelum pembangunan, 161 hektar lahan 

tersebut digarap masyarakat dengan aktif (Dewi & Salim, 2020). Rentannya intimidasi terhadap individu yang dianggap 

bertentangan dengan monarki (AJI Indonesia, 2021; Kamim, 2021) memperlihatkan begitu besarnya rasa hormat 

masyarakat DIY terhadap Kasultanan dan Kadipaten. Sensitivitas isu tersebut membuat peneliti tidak mengambil risiko 

untuk mendalami secara daring sikap terhadap Kadipaten. Selain itu, keterbetasan waktu dan kesempatan dalam 

penelitian daring ini juga tidak dapat memperdalam dinamika antara partisipan dengan warga mereka, atau dengan 

keluarga mereka. 

 
Simpulan  

Ketaatan kepala dukuh terdampak untuk menerima YIA adalah hasil dari pembenaran sistem yang 

melatarbelakangi pembangunan bandara. Pola pikir utilitatian, teknokratik, dan birokratik menjadi acuan bagi mereka 

untuk mendukung atau tidak menolak pembangunan. Status subjektif tiap kepala dukuh memberikan perbedaan dalam 

tingkat ketergantungan terhadap pemerintah sehingga memunculkan perbedaan dalam menerima YIA. Kepala dukuh 

yang ketergantungannya terhadap pemerintah—melalui jabatan sebagai aparatur negara—stabil dalam waktu yang 

panjang lebih menerima pembangunan YIA. Sementara itu, kepala dukuh  yang ketergantungannya tidak stabil 

cenderung menyayangkan pembangunan YIA. Setelah dampak YIA dianggap tidak sesuai dengan harapan, 

pembenaran sistem membuat partisipan yang lebih menerima pembangunan berusaha membenarkan keadaan yang 

ada. Di sisi lain, pembenaran sistem membuat kepala dukuh yang menyayangkan YIA berharap pada sistem kalurahan 

untuk mengurangi dampak negatif pembangunan.  

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan dan pola pikir penting dalam menentukan sikap terhadap 

kebijakan pembangunan. Penelitian selanjutnya mengenai pembenaran sistem diharapkan menelusuri lebih jauh peran 

teknokrasi dan birokrasi sebagai ideologi system-justifying, hubungan ideologi dengan status, serta hubungan 

ketergantungan dan status subjektif. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini memperlihatkan pentingnya 

mempertimbangkan kesesuaian antara latar belakang demografi partisipan dengan metode penelitian. 

Penelitian ini memperlihatkan pada otoritas mengenai pentingnya menjamin kepentingan pihak terdampak 

dalam memunculkan ketaatan terhadap kebijakan. Bagi lembaga yang hendak melakukan advokasi dalam konflik 

agraria, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menekankan perlunya pemetaan kepentingan dari pihak-pihak 

terdampak. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pemberdayaan terkait pola pikir yang terbatas 

dalam melihat partisipasi politik. 
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